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Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh diaturnya pelaksanaan 
pelatihan kerja dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam peraturan ini 
Menteri Ketenagakerjaan membuat program pelatihan kerja yang ditujukan 
kepada Dinas Ketenagakerjaan yang mana pelatihan kerja ini dilaksanakan setiap 
tahunnya. Hal ini menjadikan pelatihan kerja sebagai program kerja yang penting 
dan wajib dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam skripsi 
ini adalah apa peran Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan kerja 
dalam masa pandemi, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan 
dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apa saja peran Dinas Ketenagakerjaan dalam 
pelaksanaan pelatihan kerja dalam masa pandemi, bagaimana proses pelaksanaan 
pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.  
Penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris, yaitu penelitian yang 
langsung dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber 
data primer yaitu wawancara langsung, sumber data sekunder yaitu buku buku 
yang berkaitan dengan pelatihan kerja, sumber data tersier yaitu kamus, 
pembahasan dan analisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) 
Hasil penelitian ini adalah bahwa Dinas ketenagakerjaan sangat berperan 
penting dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi, pelatihan kerja 
yang dilaksanakan tidak sebanyak yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu 
melaksanakan dua macam pelatihan kerja, Pelatihan kerja yang dilakukan yaitu 
pelatihan kerja tata boga dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kerja ini bisa 
dilakukan di luar program tergantung masyarakat yang mengajukan. Pelaksanaan 
pelatihan kerja pada tahun ini dilakukan berdasarkan protokol kesehtaan covid19, 
jumlah anggota pelatihan dibatasi karena dikuranginya anggrana untuk 
kepentingan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid19. Kendala 
yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini adalah kurang luasnya 
fasilitas yang akan digunakan sebagai ruang pelatihan kerja sehingga untuk 
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A. Latar Belakang Masalah  
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah 
penduduk banyak. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu 
pemerintah. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor 
produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi di negara ini 
berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih 
tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi 
karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan 
kerja atau mencari nafkah bagi tenaga kerja tidak sedikit. Salah satu  Sektor 
informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. 
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi 
yang besar sehingga banyaknya penganguran dan pendapatan yang relatif 
rendah dan kurang merata.  
Sumberdaya manusia yang memiliki keunggulanan daya saing yang 
tinggi  salah satu cara untuk mengambil keuntungan dari globalisasi manusia 
melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya 
dengan cara bekerja. Hubungan pekerjaan dan kerja sama yang baik antara 
pemerintah, industri pendidikan harus diarahkan untuk mengikatkan daya 
saing SDM.
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Sehingga Pemerintah harus mengembangkan sistem yang dapat 
menjamin  kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat dalam akses 
pendidikan yang berkualitas, teknologi yang memadai dan kemudahan 
investasi sehingga dapat membuka lapangan kerja. Sedangkan industri 
memiliki peran penting dalam  kesempatan dan pelatihan kerja on-the-
jobtraining bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi atau kerja sama 
pemerintah, industri pendidikan tentang pelatihan kerja  masyarakat dan 
industri, diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pelatihan 
kerja sehingga dapat bersaing di Era globalisasi. 
Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang terus menerus 
menjadi masalah berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan 
ekonomi untuk menyerap pertambahan tenaga kerja yang cukup besar dan 
meningkat cukup tinggi setiap tahunnya. Tenaga kerja mempunyai peranan 
dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan 
nasional sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
2
 
Untuk itu pemerintah membentuk dinas yang diperuntukan untuk 
mengatur segala urusan tentang tenagakerja yang disebut dengan Disnaker 
(Dinas Tenagakerja). Yang mana mempunyai tugas dan fungsi pokok 
Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan dibidang penempatan dan 
perluasan kerja, dibidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan 
industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, 
norma keselematan dan kesehatan kerja.  
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Permasalahan yang ada dalam tenaga kerja Indonesia saat ini memang 
tidak dapat dihindari. Namun, permasalahan itu bukan menjadi alasan untuk 
menghentikan persaingan. Justru sebaliknya, Indonesia harus melihat peluang 
yang terbuka untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan 
meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang 
memadai, dan memberikan edukasi. Tidak sedikit upaya pemerintah dalam 
mengatasi pengangguran termasuk pelatihan oleh dinas ketenagakerjaan dan 
kartu pra kerja. Kartu pra kerja sendiri dikeluarkan untuk meredam dampak 
ekonomi, karu pra kerja ini sendiri berfungsi untuk mengembangkan 
kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Para pekerja yang terkena 
dampak dari pemutusan hubungan kerja dan pekerja atau buruh yang 
membutuhkan dukungan finansial. Kartu prakerja memberikan bantuan 
finansial sebesar Rp 3.550.000, yang mana uang untuk melakukan pelatihan 
sebesar Rp 1.000.000, insentif pascapelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan 
selama empat bulannya, dan insentif survei sebesar 50.000 untuk 3 kali 
pelatihan. Untuk mendapatkan kartu pra kerja bagi masyarakat yang akan 
mendaftarkan diri harus memiliki persyaratan yaitu, warga negara Indonesia 
yang berumur 18 tahun, tidak mengenyam pendidikan formal, pencari kerja, 
korban PHK, dan wirausaha, Bukan anggota TNI/Polri, ASN, anggota 
DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa dan perangkat desa, ataupun pejabat 
BUMN/BUMD. Kartu pra kerja bertujuan untuk memberikan peltihan vokasi 
yakni skilling, up-skilling dan re-skilling serta sertifikasi kompetensi kerja. 




Untuk mengatur permasalahan ketenagakerjaan pemerintah 
mengeluarkan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama 
Kementerian Ketenagakerjaan. yang berisikan alat ukur untuk kinerja 
Kementerian Ketenagakerjaan yang mana peraturan ini juga dipakai oleh 
Dinas Tenagakerja dalam pelaksanaan program kerjanya termasuk alat ukur 
dalam terlaksananya pelatihan kerja yang menjadi fungsi dari Dinas 
Tenagakerja.  
Program pelatihan kerja merupakan langkah yang dijalankan oleh 
Dinas Tenagakerja dalam menghasilkan tenagakerja yang bisa bersaing 
didalam era globalisasi,  Program Pelatihan Tenaga Kerja ini menjadi kegiatan 
rutin Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Bukittinggi  setiap tahun.  
Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik ini, kualitas 
SDM masih perlu diperbaiki lagi. Tenaga kerja yang ada Indonesia tidak bisa 
hanya bekerja sebagai tenaga kerja informal karena kualitas yang belum 
memadai. Dalam hal ini, pemerintah sangat berpengaruh sangat besar untuk 
mendorong kemajuan kualitas itu. Dalam masa pandemi banyak masalah-
masalah yang ditimbulkan seperti tidak adanya lapangan pekerjaan karena 
pemasukan yang sedikit dan susahnya mendapatkan pekerjaan karena 
ditutupnya tempat usaha. Untuk memiliki peluang yang besar tenaga kerja 
perlu peningkatan kualitas kerjanya agar bisa bersaing dalam masa pandemi 
seperti ini. Tenaga kerja lebih dibutuhkan apabila mereka punya kualitas 
sebagai pekerja yang tinggi dan hal ini menjadi faktor utama di pakainya 




Di masa pandemi Covid-19 ini adanya pembatasan proses belajar 
mengajar tatap muka di zona hijau, pemerintah pun peduli terhadap 
pendidikan vokasi dengan menyiapkan pembukaan lembaga kursus dan 
pelatihan untuk mendukung program vokasi  (keterampilan). Pemerintah tetap 
berusaha agar pelatihan tetap berjalan walaupun dalam masa pandemi. 
Pemerintah membatasi daerah daerah yang boleh menggelar pelatihan kerja, 
bahwa daerah dalam zona hijau dipersilahkan membuka dengan syarat 
minimal usia pelatihan adalah 15 tahun. Sedangkan, diluar dari zona hijau 
akan dilaksanakan pelatihan dan kursus dengan metode daring.  
Diluar zona hijau juga harus mendapatkan  rekomendasi dari Satgas 
penanganan Covid-19 di daerah setempat. Protokol kesehatan dalam pelatihan 
secara tatap muka akan dilakukan secara ketat antara lain peserta wajib 
menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, penyelenggaran pelatihan 
juga wajib menyediakan tempat cuci tangan, dan wajib menerapkan etika 
batuk/bersin.  
Dalam masa pandemi ini ada empat tantangan dalam pelaksanaan 
pelatihan secara daring. Pertama, peserta pelatihan yang pasif. Peserta pasif 
akan menyulitkan instruktur/trainer untuk mengetahui apakah peserta 
mengerti atau tidak terhadap materi yang diberikan. "Solusinya, trainer/ 
instruktur harus dapat membaca situasi dan banyak melakukan kegiatan 
kegiatan yang interaktif. Kedua, trainer harus terus terhubung dengan peserta. 
Sebab saat instruktur /trainer memberikan pelatihan daring, sering kali peserta 
mengalami “gangguan” dari lingkungan di sekitarnya. Tantangan ketiga 




daerah menyebabkan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan 
daring. Tantangan keempat yakni infrastruktur jaringan internet. Sebagai 
negara berkembang, infrastruktur untuk jaringan internet di Indonesia masih 
menjadi tantangan karena belum semua daerah di Indonesia telah ter-cover 
jaringan internet yang memadai. 
Dengan adanya revitalisasi kursus dan pelatihan juga diharapkan dapat 
berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan 
berdaya saing yang menjadi fokus Pemerintah saat ini dan mampu menyerap 
tenaga kerja jangka pendek. Meskipun pandemi virus corona sedang melanda 
Indonesia yang mengakibatkan kita “ hidup bersama “ dengan virus corona, 
produktifiktas para pekerja harus tetap dijaga melalui program pelatihan yang 
kontinue untuk tetap menjaga daya saing dan keunggulan kompetitif  pekerja.
3
           
Hal ini lah yang melatarbelakangi kenapa saya mengangkat judul 
Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam 
Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian 
Ketenagakerjaan Tahun 2020, judul ini saya angkat tidak lain untuk meneliti 
apa saja peran dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi agar tenaga kerjanya 
bisa di pakai pada masa pandemi dikarenakan kualitasnya yang tinggi  
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B. Batasan Masalah 
Karena luasnya daerah Sumatera Barat dan banyaknya Dinas 
Ketenagakerjaan  dalam pelaksanaan pelatihan kerja  maka penulis akan 
membatasi dan menfokuskan masalah penelitian ini di Kota Bukittinggi yaitu 
untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota 
Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja.  
 
C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi dalam 
pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi menurut Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator 
Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 ? 
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi 
berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 
Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 
2020 ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
dalam pelaksanaan pelatihan kerja dalam masa pandemi  
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas 
Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pelatihan kerja 




2. Manfaat Penelitian :4 
a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar 
sarjana hukum ( S1 ) 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembang ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum.  
c. Bagi Dinas Tenagakerja Penelitian ini akan memberikan input dan 
sebagai perbaikan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota bukittinggi dalam 
upaya meningkatkan pelaksanaan kinerjanya. 
 
E. Metode Penelitian 
Metedologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
5
 Metode penelitian juga merupakan 
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
6
 
Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan 
yaitu rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian 
dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang 
dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat 
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang 
digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 
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 untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka 
penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis  empiris. 
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.
 
Sedangkan 
sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
gejala atau kelompok tertentu.
8
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Bukittinggi dengan alasan dan pertimbangan 
mengambil lokasi ini, karena di Kota Bukittinggi masih banyak 
masyarakat sebagai tenaga kerja pemula masih kurang terlatih dan tidak 
memanfaatkan pelatihan kerja yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study 
kasus. Sedangkan sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi 
yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat 
mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah 
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purposive sampling. Purposive sampling yaitu suatu teknik adalah salah 
satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan 
pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 
dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 
permasalahan penelitian.  
No Responden Populasi Sampel Persentase 




1 orang  1 orang  100% 
3 Seksi Pelatihan Dan 
Produktivitas Tenaga  
Kerja   
1 orang  1 orang  100% 
4 Seksi Pelaksanaan 
Pelatihan Kerja 
1 orang 1 orang 100% 
5 Anggota Pelatihan  32 orang  5 orang  16% 
  
4. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 
primer, sekunder dan data tersier : 
a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat 
dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 
obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). .
9
 
b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 
bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 
tidak dipublikasikan secara umum.
10
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c. Data tersier adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 
bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 
tidak dipublikasikan secara umum.
11
  
5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dan diperlukan antara lain :  
a. Observasi  
Observasi (pengamatan) meliputi “kegiatan pemusatan 
perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 
indera”. Dalam konsep ini, peneliti memaknai bahwa observasi 
dimaksudkan sebagai pengamatan langsung ke lapangan yang 
terstruktur dan dilakukan dengan menggunakan media penunjang 





Wawancara (interview) adalah “sebuah dialog yang dilakukan 
oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 
yang diwawancarai”. Adapun jenis wawancara yang akan dilakukan 
adalah wawancara terstruktur ( tertutup ) dan tidak terstruktur 
(terbuka). 
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c. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai 





F. Analisis Data  
Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 
informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat 
untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan 
penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan 
yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi 
yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Teknik 
analisis data kualitatif digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis. 
14
 
Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam 
penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga 
bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan 
sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar 
antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian 
kualitatif.  
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Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori 
menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori 
yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari 
data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir 
dengan suatu “teori”. Data yang disajikan berbentuk data maupun dalam 
bentuk narasikemudian mendapatkan penjelasan mengenai tahapan 
pelaksanaan pelatihan kerja oleh Dinas Tenagakerja Kota Bukittinggi.  
 
G. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan dari 
skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI LOKASI 
PENELITIAN  
  Dalam penelitian ini akan digambarkan lokasi penelitian Dinas 
Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi 
BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 







BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Membahas peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Buikittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Dinas 
Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi. 
B. Membahas kendala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada 
masa pandemi  
BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 
  Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

















GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah singkat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Perindustrian Dan Tenagakerja Kota bukittinggi 
Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan 
Apapun Dalam Dunia Usaha Sekarang Ini. Izin Juga Merupakan Salah Satu 
elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas 
kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul 
berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan 
kehidupan dalam bermasyarakat. 
15
 
Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, 
rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu 
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau 
seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau 
tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan 
tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan 
kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.  
Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa izin 
digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu, 
mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi 
objek-objek tertentu, seleksi orang dan atau aktifitas tertentu. Maka dari itu, 
jelas sekali banyak hal yang dikemudikan oleh perizinan sehingga dapat 
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terlaksana aktifitas yang hendak dilakukan. Contohnya seperti izin pada 
bidang kesehatan. Tanpa adanya izin, dokter, perawat, apoteker, dan petugas 
kesehatan lainnya mudah untuk melakukan malpraktik. Sehingga akan banyak 
masyarakat yang tidak akan mempercayai dokter atau petugas kesehatan 
lainnya untuk melakukan pengobatan. Akhirnya masyarakat tidak akan 
mendapatkan jaminan kesehatannya lagi untuk melakukan pengobatan. Oleh 
karena itu, sangatlah penting untuk memiliki izin dalam segala tindakan atau 
kegiatan. 
Untuk mendapatkan izin, perlu adanya surat izin yang menandakan 
kebolehan atau sertifikasi maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang 
untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Pihak yang berwenang menerbitkan 
izin adalah bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang salah satunya berada di Kota 
Bukittinggi. Dinas ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia yang beberapa 




Di Kota Bukittinggi dinas ini dinamakan dengan Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 
(PMPTSPPTK) yang berlokasi di Jalan Perwira Nomor 33, Kelurahan 
Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. 
Sebelum tahun 2014 dinas ini hanya berfokus pada proses pelayanan sehingga 
dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, setelah tahun 2014 
karena adanya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dimana aturan tersebut mendorong 
agar semua Pemerintah Daerah untuk mempercepat penggabungan kedua 
urusan tersebut ke dalam satu kesatuan wadah kelembagaan kantor ini 
kemudian dinamakan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 
Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 
47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Perindustrian, dan Tenaga Kerja, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal diubah namanya dengan tambahan bidang tenaga kerja 
yang dahulunya merupakan bagian dari Dinas Sosial dan bidang perindustrian 
yang dahulunya merupakan bagian dari Dinas Koperasi, Pasar, dan 
Perdagangan.  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan kantor dinas 
yang berperan membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu 




B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan 
Tenagakerja Kota Bukittinggi 
1. Visi  
“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Utama 
Investasi di Wilayah Sumatera Yang Berdaya Saing Tinggi dan 
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Paling Kooperatif serta Paling Menarik Untuk Mewujudkan Masyarakat 
Yang Lebih Sejahtera dan Berkeadilan”.
18
 
Provinsi Sumatera Barat akan menjadi tujuan utama dan 
menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dalam arti suasana dan 
lingkungan yang kondusif bagi investor yang akan menanamkan modalnya 
di berbagai sektor ekonomi. Yang dimaksud dengan iklim kondusif 
meliputi aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Provinsi Sumatera Barat 
akan terus berupaya memberi kemudahan bagi para investor untuk 
menanamkan modalnya di Sumatera Barat, melalui upaya-upaya 
pemberdayaan seluruh stakeholders, sehingga Sumatera Barat menjadi 
daerah yang paling mudah bagi investor untuk menanamkan modalnya. 
Filosofinya adalah mudah, cepat, murah dan adanya jaminan kepastian 
hukum. Upaya terus menerus memperbaiki infrastruktur dan pelayanan 
akan menjadikan Penanaman Modal di Sumatera Barat menjadi yang 
paling menarik dibanding daerah-daerah lain. Filosofinya adalah tanpa 
gangguan, tidak ada demonstrasi anarkis, pelayanan paripurna, dan tata 
kelola pemerintahan yang baik dan efektif (good governance). 
2. Misi  
a. Meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk 
menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah-satu tujuan utama 
penanaman modal di wilayah Sumatera dan Indonesia tahun 2032. 
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b. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai 
persepsi para stakeholders penanaman modal bagi upaya mempercepat 
pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Provinsi 
Sumatera Barat tahun 2032. 
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk 
mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang 
kooperatif bagi penanaman modal di wilayah Sumatera tahun 2032. 
d. Mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain kemenarikan 
Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan 
Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah paling menarik bagi 




C. Program Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan 
Tenegakerja Kota Bukittinggi 
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.  
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,Sarana dan Prasarana Daerah. 
4. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat.  
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 
6. Peningkatan Kesempatan Kerja.  
7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.  
8. Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan. 
9. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 
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10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  
12. Program Penataan Struktur Industri. 
13. Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial 20 
 
D. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan 
Tenegakerja Kota Bukittinggi 
Tugasnya yaitu Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu serta 
Industri dan Tenaga Kerja
21
 
Fungsinya yaitu :  
1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal, 
2. Pelayanan Perizinan Terpadu 
3. Perindustrian dan Tenaga Kerja 
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
Penanaman Modal 
5. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja 
6. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustian dan Tenaga Kerja 
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan 
fungsi. 
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E. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian 
Dan Tenagakerja Kota Bukittinggi 
Setiap lembaga dinas tentu mempunyai struktur organisasi tertentu, 
Adapun struktur organisasinya : 
Gmbar 2.1   







F. Tugas dan fungsi Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Terpadu 
Perindustrian Dan Tenagakerja Kota Bukittinggi 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian 
dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman 
modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.
22
 Dalam 
melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal,pelayanan terpadu 
satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja. 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu 
satu pintu, 
3. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan.  
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
Berikut tugas dan fungsi secara rinci berdasarkan struktur organisasi 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
23
: 
1. Kepala Dinas  
Kepala Dinas Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan 
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, 
                                                             
22
 https://dpmptspptk.bukittinggikota.go.id/profile/pages/struktur_organisasi diakses 
tanggal 17 Juli 2021 
23




perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal, 




a. Perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan 
penetapan kinerja Dinas; 
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan 
terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja; 
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, 
pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;  
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan 
anggaran bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, 
perindustrian dan tenaga kerja;  
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (AKIP); 
f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka 
pelaksanaan tugas;  
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
2. Sekretariat  
Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, 
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perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi :  
a. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan 
asset; 
b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan 
Dinas; 
c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas; 
d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
anggaran Dinas;  
e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas; 
f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; dan 
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian 
Dinas. Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut
25
 :  
a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja 
sekretariat;  
b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 
permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan 
kepegawaian;  
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c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;  
d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;  
e) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, 
kearsipan. Perpustakaan, komunikasi, pengetikan atau 
penggandaan atau pendistribusian serta penerimaan tamu, 
kehumasan dan protokoler; 
f) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta 
kebersihan Dinas dan lingkungan; 
g) Pengelolaan asset di lingkungan Dinas; 
h) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, 
pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan 
dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; 
i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
2) Subag Perencanaan  
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. 
Rincian tugas menyelenggarakan fungsi sub bagian perencanaan 
adalah sbb:  
a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja  
Dinas; 
b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi 




permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan sub bagian; 
d) Pengkoordinasiaan penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas; 
e) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas; 
f) Pelaksanaan penyusunan renstra, kerja, rencana kegiatan dan 
anggaran, dan laporan kinerja Dinas; dan 
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.26  
3) Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sub bagian 
keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a) Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, inventarisasi 
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan 
permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan; 
b) Pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan keuangan 
Dinas; 
c) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan 
dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan 
yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan 
pertanggungjawaban; 
d) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian 
dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di 
lingkungan Dinas;  
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e) Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas; 
f) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian 
keuangan; dan 
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
3. Bidang Penanaman Modal  
Bidang Penanaman Modal yang dikepalai oleh seorang kepala 
bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik, pendataan 
dan cpelaporan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan, dan 
menganalisa data dasar untuk perencanaan teknis pelaksanaan penanaman 
modal dalam peningkatan potensi investasi daerah. Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal 
menyelenggarakan fungsi
27
 :  
a. Perumusan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan 
penyelenggaraan program penanaman modal; 
b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasikan penyusunan kebijakan 
tek Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, 
pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penanaman 
modal sesuai bidang urusan/ kewenangan pemerintah daerah; 
c. Merumuskan, melaksanakan dan pengkoordinasian kebijakan, 
pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penanaman 
modal sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah; 
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d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program 
penanaman modal;  
e. Pelaksanaan pengembangan iklim perencanaan penanaman modal, 
promosi, informasi dan pelaksanaan penanaman modal/investasi;  
f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggaraan kerjasama bidang penanaman modal sesuai 
dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang undangan;  
g. Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta 
pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang penelitian, 
pengawasan dan informasi pengaduan; 
h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan 
tugas; dan  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
28
 
a. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi  
Seksi pengembangan iklim penanaman modal dan potensi 
mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan iklim penanaman 
modal dan potensi investasi dalam arti melakukan pengumpulan data 
dan analisis penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal 
berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta penyusunan dokumen 
perencanaan pelayanan investasi jangka panjang, jangka menengah 
dan tahunan yang partisipatif. Dalam melaksanakan tugas seksi 
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1) Penyusunan program kerja seksi pengembangan iklim, penanaman 
modal dan potensi investasi sesuai program kerja bidang 
penanaman modal;  
2) Penyiapan konsep kerjasama perjanjian bidang penanaman 
modal/promosi Daerah; 
3) Penyiapan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pelayanan 
pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian 
informasi;  
4) Perumusan dan penyiapan penetapan pedoman, pembinaan, dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan 
dalam pengembangan pelayanan investasi;  
5) Penginventarisiran peluang investasi baik penanaman modal dalam 
negeri dan penanaman modal asing terhadap swasta yang akan 
melakukan investasi; 
6) Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan 
pemerintah provinsi; 
7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 
pelaksanaan tugas ; dan  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  
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b. Seksi Pelayanan dan promosi Penanaman Modal 
Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal mempunyai 
tugas menyelenggarakan program bidang pelayanan promosi 
penanaman modal dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan kegiatan 
promosi investasi di dalam maupun di luar negeri serta sarana dan 
prasarana berdasarkan sektor usaha. Dalam melaksanakan tugas seksi 
pelayanan dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi
30
; 
1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan dan promosi 
penanaman modal sesuai program kerja bidang penanaman modal 
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,koordinasi 
pelaksanaan kebijakan pelayanan dan promosi penanaman modal 
3) Penyusunan bahan pelayanan dan promosi penanaman modal;  
4) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang usaha 
unggulan/prioritas; 
5) Penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi 
penanaman modal; 
6) Penyusunan bahan pelayanan dan promosi penanaman modal;  
7) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan promosi 
penanaman modal;  
8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 
pelaksanaan tugas; dan 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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c. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal 
Seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal 
mempunyai tugas menyelenggarakan sistem informasi data penanaman 
modal dalam arti melakukan pengumpulan, mempersiapkan dan 
mengendalikan sistim informasi data untuk investasi penanaman 
modal serta pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman 
modal. Dalam melaksanakan tugas seksi pengendalian sistem 
informasi data penanaman modal menyelenggarakan fungsi
31
:  
1) Penyusunan program kerja seksi pengendalian sistem informasi 
data penanaman modal sesuai program kerja bidang penanaman 
modal;  
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sistem informasi 
data penanaman modal;  
3) Penyusunan profil-profil penanaman modal sebagai penarik 
investor bidang usaha unggulan/prioritas Daerah; 
4) Penyusunan peta investasi daerah dan indentifikasi potensi sumber 
daya daerah terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan 
sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah; 
5) Pelaksanaan memutakhirkan data dan informasi penanaman modal 
Daerah; 
                                                             
31




6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 
pelaksanaan tugas; dan 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
4. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor A 
Bidang pelayanan perizinan sektor A dikepalai oleh seorang kepala 
bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan 
rencana kegiatan dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan 
menginventarisasi bentuk dan proses pelayanan perizinan yang meliputi; 
sektor penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, 
pendidikan, kesehatan dan peternakan sesuai urusan/ kewenangan 
pemerintahan bidang perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu 
satu pintu.
32
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sektor A menyelenggarakan fungsi
33
 :  
a. Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur 
perizinan sektor A; 
b. Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan 
penyelenggaraan program pelayanan perizinan sektor A;  
c. Penyelenggaraan dan koordinasi proses pelayanan perizinan sesuai 
wilayah sektor A pelayanan perizinan;  
d. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan 
sektor A sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah; 
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e. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan dalam bentuk 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP);  
f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggarakan kerjasama bidang pelayanan perizinan sektor 
A sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan; 
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan 
perizinan sektor A; dan  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
Seksi Proses Perizinan I Sektor A Seksi proses perizinan I sektor A 
mempunyai tugas menyelenggarakan , memproses dalam arti 
mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan serta 
melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah 
pelayanan perizinan I sektor A meliputi penanaman modal, perindustrian, 
koperasi dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas seksi proses 
perizinan I sektor A menyelenggarakan fungsi
34
; 
a. Penyusunan program kerja seksi proses perizinan I sektor A sesuai 
dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor A; 
b. Penghimpunan, pengumpulan dan pemprosesan izin serta informasi 
yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan sesuai 
wilayah sektor;  
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c. Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan I sektor A 
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
d. Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan I sektor A yang telah 
diproses tim teknis; 
e. Penerbitan surat ijin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai 
berkas administrasi perizinan I sektor A; 
f. Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan I sektor A yang telah 
diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan;  
g. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait dalam 
pemberian rekomendasi perizinan I sektor A; dan 8) Pelaksanaan tugas 
kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
Seksi Proses Perizinan II Sektor A Seksi proses perizinan II sektor 
A mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti 
mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan II sektor A 
serta melakukan pemrosesan penerbitan sektor A meliputi kesehatan, 
pendidikan, peternakan serta sektor energi dan sumber daya mineral.  




a. Penyusunan program kerja seksi proses perizinan II sektor A sesuai 
dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor II sektor 
A;  
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b. Penghimpunan, pengumpulan dan pemprosesan izin serta informasi 
yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan II sektor 
A sesuai wilayah sektor;  
c. Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan II sektor 
A serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
d. Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan II sektor A yang telah 
diproses tim teknis; 
e. Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya 
sebagai berkas administrasi perizinan II sektor A;  
f. Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan II sektor A yang 
telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan II 
sektor A;  
g. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja 
perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan II 
sektor A; dan.  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. c. Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin 
Sektor A Seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A 
mempunyai tugas menyelenggarakan, pemeriksaan bahan izin dalam 
arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan Sektor 
A serta melakukan pemeriksaan berkas izin, pendistribusian dokumen 




wilayah sektor A meliputi sektor penanaman modal, perindustrian, 
perdagangan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan peternakan.  
Dalam melaksanakan tugas seksi pemeriksaan administrasi dan 
penyerahan izin sektor A menyelenggarakan fungsi
36
 : 
1) Penyusunan program kerja seksi pemeriksaan administrasi dan 
penyerahan izin sesuai dengan program kerja bidang pelayanan 
perizinan sektor A; 
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi 
pelaksanaan kebijakan pemeriksaan administrasi dan penyerahan 
izin sektor A; 
3) Penyusunan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan 
perkembangan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin 
sektor A; 
4) Penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu 
satu pintu perizinan oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;  
5) Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan perizinan 
permohonan yang masuk oleh front office (FO) Dinas 
PMPTSPPTK dan diteruskan pada seksi sesuai sektor untuk proses 
lebih lanjut;  
6) Penyerahan surat izin yang telah diterbitkan kepada pemohon oleh 
front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;  
7) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan sektor A yang telah 
diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, 
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pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan 
sektor A; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan.  
5. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor B  
Bidang pelayanan perizinan sektor B dikepalai oleh seorang kepala 
bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan 
rencana kegiatan dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan 
menginventarisasi bentuk dan proses pelayanan perizinan yang meliputi
37
; 
sektor prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, pariwisata, 
perhubungan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, sesuai urusan/ 
wewenangan pemerintahan bidang perizinan sektor B dalam 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menyelenggarakan 
tugas bidang pelayanan perizinan sektor B menyelenggarakan fungsi;
38
 
a. Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur 
perizinan sektor B; 
b. Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan 
penyelenggaraan program pelayanan perizinan sektor B; 
c. Penyelenggaraan dan koordinasi proses pelayanan perizinan sesuai 
wilayah sektor B; 
d. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan teknis 
penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan sektor B sesuai bidang 
urusan/kewenangan Pemerintah Daerah; 
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e. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan sektor B dalam 
bentuk pelayanan terpadu satu pintu; 
f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
penyelenggarakan kerjasama bidang pelayanan perizinan sektor B 
sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan; 
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan 
perizinan sektor B; 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
a. Seksi Proses Perizinan I Sektor B  
Seksi proses perizinan I sektor B mempunyai tugas 
menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan 
dokumen administrasi perizinan sektor B serta melakukan pemrosesan 
penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan I 
sektor B meliputi prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, 
perhubungan, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas seksi 
proses perizinan I sektor B menyelenggakan fungsi;
39
 
1) Penyusunan program kerja seksi proses perizinan I sektor B sesuai 
dengan program kerja bidang pelayanan perizinan I sektor B; 
2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemprosesan izin serta 
informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi sesuai 
wilayah perizinan I sektor B; 
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3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan I sektor 
B serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan I sektor B yang telah 
diproses tim teknis; 
5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya 
sebagai berkas administrasi perizinan I sektor B; 
6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan I sektor B yang 
telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan;  
7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja 
perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan I 
sektor B; dan  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
b. Seksi Proses Perizinan II sektor B  
Seksi proses perizinan II sektor B mempunyai tugas 
menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan 
dokumen administrasi perizinan II sektor B serta melakukan 
pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan 
perizinan II sektor B meliputi ketenaga kerjaan, pariwisata dan 
perhubungan. Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan II 
sektor B menyelenggarakan fungsi;
40
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1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan dan proses perizinan II 
sektor B sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan 
sektor B;  
2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemprosesan izin serta 
informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan 
sesuai wilayah sektor; 
3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan II sektor 
B serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan II sektor B yang telah 
diproses tim teknis; 
5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya 
sebagai berkas administrasi perizinan II sektor B; 
6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan II sektor B yang 
telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan II 
sektor B; 
7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja 
perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan II 
sektor B; dan  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
c. Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B 
Seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B 




arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan sektor 
B serta melakukan pemeriksaan berkas izin, pendistribusian dokumen 
izin untuk dilakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam 
wilayah sektor B meliputi sektor prasarana jalan, tata ruang dan 
pemukiman, pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, dan 
ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas seksi pemeriksaan 
administrasi dan penyerahan izin sektor B menyelenggarakan fungsi;
41
 
1) Penyusunan program kerja seksi pemeriksaan administrasi dan 
penyerahan izin sesuai dengan program kerja bidang pelayanan 
perizinan sektor B;  
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi 
pelaksanaan kebijakan pemeriksaan administrasi dan penyerahan 
izin sektor B;  
3) Penyusunan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan 
perkembangan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin 
sektor B; 
4) Penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu 
satu pintu kegiatan perizinan oleh front office (FO) Dinas 
PMPTSPPTK;  
5) Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan perizinan 
permohonan yang masuk oleh front office (FO) Dinas 
PMPTSPPTK dan diteruskan pada seksi sesuai sektor untuk proses 
lebih lanjut; 
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6) Penyerahan surat izin yang telah diterbitkan kepada pemohon oleh 
front office (FO) Dinas PMPTSPPTK; 
7) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan sektor B yang telah 
diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan 
sektor B; dan  
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. b  
6. Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan  
Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan dikepalai oleh 
seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
dinas di bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan dalam arti 
penyusunan rencana dan program kerja dalam memberikan pelayanan 
data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian 
program serta sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku; Dalam 
melaksanakan tugas bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan 
menyelenggarakan fungsi; 
a. Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan 
penyelenggaraan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan 
dan pelaporan dan kebijakan kajian program; 
b. Perumusan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan data, 
informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian 




c. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis pembinaan administrasi dokumen perizinan dan 
pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan 
kebijakan kajian program;  
d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan data, 
informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian 
program;  
e. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis penyelenggarakan bidang pelayanan data, 
informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian 
program sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;  
f. Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta 
pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang penelitian, 
pengawasan dan informasi pengaduan; dan. 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
a. Seksi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan  
Seksi informasi data dan pelaporan perizinan mempunyai tugas 
menyelenggarakan program evaluasi dan penyusunan pelaporan dan 
penyelamatan berkas perizinan sebagai dokumen terhadap pelaksanaan 
program dinas yang meliputi pelayanan perizinan yang dikeluarkan 
pada Dinas. Dalam melaksanakan tugas seksi informasi data dan 




1) Penyusunan program kerja seksi informasi data dan pelaporan 
perizinan sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan; 
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi 
pelaksanaan kebijakan informasi data dan pelaporan perizinan; 
3) Penyusunan bahan pengembangan informasi data dan pelaporan 
perizinan; 
4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data bidang informasi 
evaluasi dan pelaporan perizinan; 
5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di seksi informasi data dan pelaporan perizinan; dan. 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
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b. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan Seksi Pelayanan dan 
Pengaduan Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program 
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi perizinan 
yang telah dikeluarkan, merumuskan penanganan terkait informasi 
pengaduan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan; Dalam 
melaksanakan tugas seksi pelayanan pengaduan perizinan 
menyelenggarakan fungsi ; 
1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan pengaduan perizinan 
sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan 
dan pelaporan;  
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2) Penyusunan data,dan informasi bahan perumusan, koordinasi 
pelaksanaan kebijakan pelayanan pengaduan perizinan; 
3) Penyusunan bahan pengembangan dan pendataan pelayanan 
pengaduan perizinan; 
4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang pelayanan 
pengaduan perizinan; 
5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di seksi pelayanan pengaduan perizinan; dan. 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan  
Seksi Pengelolaan dan pengendalian program perizinan 
mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan, pengamanan dan pengembangan sistem aplikasi 
perizinan, merumuskan halhal yang terkait dengan informasi perizinan 
serta pengendalian program dalam pengelolaan aplikasi perizinan. 
Dalam melaksanakan tugas seksi pengelolaan dan pengendalian 
program perizinan menyelenggarakan fungsi; 
1) Penyusunan program kerja seksi kebijakan dan pengendalian 
program sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, 
pengaduan dan pelaporan; 
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi 
pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian program perizinan;  
3) Pelaksanaan pengelolaan manajemen pengembangan jaringan 




4) Pelaksanaan pengelolaan penataan sistem pengamanan perangkat 
lunak (software) aplikasi perizinan; 
5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di seksi pengelolaan dan pengendalian program perizinan; 
dan.  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
7. Bidang Perindustrian  
Bidang Perindustrian dikepalai oleh seorang kepala bidang, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam arti 
penyusunan rencana dan program pelayanan data perindustrian sesuai 
dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas 
bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi; 
43
 
a. Perumusan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan 
penyelenggaraan program pelayanan dan data perindustrian; 
b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program perindustrian 
sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah; 
c. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis pembinaan administrasi perindustrian dan 
pelayanan, sarana prasarana dan perlindungan industri; 
d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program 
pengawasan dan pengembangan perindustrian; 
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e. Penyusunan kebijakan teknis mutu dan pemasaran perindustrian, 
kualitas produksi industri, pengkajian pengendalian mutu dan 
pemasaran industri; 
f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggarakan kerjasama bidang perindustrian sesuai dengan 
norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang undangan. 
g. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di bidang perindustrian; 
h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk 
teknis program kerjasama kelembagaan dan pengembangan teknologi;  
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
a. Seksi Industri Agro  
Seksi industri agro mempunyai tugas menyelenggarakan 
program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang 
industri agro dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengembangan usaha, fasilitasi sarana prasarana 
pemasaran/promosi terhadap usaha bidang industri agro untuk 
meningkatkan kemahiran pekerja dalam melaksanakan produktivitas. 




1) Penyusunan program kerja seksi industri agro sesuai dengan 
program kerja bidang perindustrian; 
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2) Pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 
industri agro terkait kajian mutu dan pemasaran hasil industri agro; 
3) Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta 
memperkuat pemasaran hasil industri agro dan melakukan analisa 
kebutuhan dasar; 
4) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kerjasama promosi dan 
memberikan informasi peluang pasar hasil industri agro;  
5) Pelaksanaan pengawasan mutu dan kondisi pemasaran industri 
agro;  
6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di seksi industri agro; dan. 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
b. Seksi Industri Non Agro  
Seksi industri non agro mempunyai tugas menyelenggarakan 
program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang 
industri agro dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan usaha, fasilitasi sarana prasarana pemasaran/promosi 
terhadap usaha bidang industri non agro untuk meningkatkan 
kemahiran pekerja melaksanakan produktivitas. Dalam melaksanakan 
tugas seksi industri non agro menyelenggarakan fungsi; 
1) Penyusunan program kerja seksi industri non agro sesuai dengan 




2) Pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 
industri non agro terkait kajian mutu dan pemasaran hasil industri 
non agro; 
3) Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta 
memperkuat pemasaran hasil industri non agro dan melakukan 
analisa kebutuhan dasar; 
4) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kerjasama promosi dan 
memberikan informasi peluang pasar hasil industri non agro; 
5) Pelaksanaan pengawasan mutu dan kondisi pemasaran industri non 
agro; 
6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di seksi industri non agro; dan 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
c. Seksi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan 
Perlindungan Industri Seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan 
teknologi dan perlindungan industri mempunyai tugas 
menyelenggarakan program kerja, monitoring dan evaluasi, pembinaan 
dan perlindungan jaminan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan 
program perencanaan bina ketenagakerjaan dan hubungan industri. 
Dalam melaksanakan tugas seksi kerjasama, kelembagaan, 
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1) Penyusunan program kerja seksi kerjasama, kelembagaan, 
pengembangan teknologi dan perlindungan industri sesuai dengan 
program kerja bidang perindustrian; 
2) Pembinaan, pengembangan dan perkuatan kelembagaan industri 
yang ada untuk menjadi pelaku usaha ekonomi yang maju dan 
berdaya saing; 
3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi ke sentra 
unggulan secara berkala; 
4) Pelaksanaan pengembangan usaha kerja sama antar kelembagaan 
perusahaan industri dengan kelembagaan pelaku pasar, 
kelembagaan pelaku suplayer bahan baku, kelembagaan buyer 
dalam dan luar negeri serta infestir sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 
5) Pelaksanaan pengawasan potensi pencemaran lingkungan hidup 
dan melakukan rekomendasi untuk pencegahan dan pencemaran 
lingkungan yang di akibatkan oleh limbah industri; 
6) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan seksi kerjasama, 
kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri 
dengan stakeholder terkait;  
7) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan 
teknologi dan perlindumgan industri; dan. 





8. Bidang Tenaga Kerja Bidang  
Tenaga Kerja dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang program pelayanan dan 
data ketenagakerjaan dalam arti penyusunan rencana dan program 
pelayanan data sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. 




a. Perumusan, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
penyelenggaraan program data dan pelayanan tenaga kerja; 
b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program 
ketenagakerjaan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah; 
c. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman 
serta petunjuk teknis pembinaan administrasi ketenagakerjaan dan 
pelayanan 
d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program 
ketenagakerjaan 
e. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggarakan kerjasama bidang ketenagakerjaan sesuai 
dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang undangan 
f. Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta 
pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang ketenagakerjaan 
                                                             
46




g. Melaksanakan koordinasi pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan 
dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Seksi pelatihan dan 
produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan 
program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan 
bimbingan serta melakukan pelatihan keterampilan bidang 
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemahiran pekerja melaksanakan 
produktivitas tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas seksi pelatihan 
dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan fungsi; 
1) Penyusunan program kerja seksi pelatihan dan produktivitas tenaga 
kerja sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja 
2) Pelaksanaan pemantauan, pengukuran produktivitas tingkat kota 
dan fasilitasi konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil 
3) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemberian izin 
lembaga pelatihan kerja swasta 
4) Pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi dalam 
pengembangan mutu dan produk hasil pelatihan dan produktivitas 
tenaga kerja 
5) Pengumpulan dan mengolah data statistik pengembangan 
pembinaan latihan lembaga swasta 
6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 





b. Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja  
Seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja mempunyai 
tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan perencanaan program data serta melakukan 
penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja telah menjalani pelatihan 
ketenagakerjaaan. Dalam melaksanakan tugas seksi penempatan dan 
pemberdayaan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi 
1) Penyusunan program kerja seksi penempatan dan pemberdayaan 
tenaga kerja sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja 
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis/pembinaan dan penyuluhan 
penempatan tenaga kerja 
3) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 
antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 
4) Melakukan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga/ perusahaan 
penempatan tenaga kerja swasta 
5) Penyebarluasan sebagai promosi terkait persyaratan dan 
mekanisme bekerja di luar negeri kepada masyarakat 
6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
c. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial  
Seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial 




evaluasi, pembinaan dan perlindungan jaminan kesehatan kerja 
terhadap pelaksanaan program perencanaan bina ketenagakerjaan dan 
hubungan industrial. Dalam melaksanakan tugas seksi pembinaan 
tenaga kerja dan hubungan industrial menyelenggarakan fungsi 
1) Penyusunan program kerja seksi pembinaan tenaga kerja dan 
hubungan industrial sesuai dengan program kerja bidang tenaga 
kerja 
2) Pengumpulan dan pengolahan data statistik pengembangan 
pembinaan ketenagakerjaan 
3) Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan pada 
perusahaan;  
4) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga 
kerjasama bipartit di perusahaan 
5) Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan 
perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah 
6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kerajinan Industri 
Susunan Organisasi UPTD Kerajinan Industri terdiri dari:
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a. Kepala UPTD 
b. Sub Bagian Tata Usaha  
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Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab pada 
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Perindustrian dan Tenaga Kerja. UPTD Kerajinan Industri mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di bidang 
pengelolaan kerjinan industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 
di atas, UPTD Kerajinan Industri DPMPTSPPTK menyelenggarakan 
fungsi :  
1) Penyusunan pembangunan teknis operasional 
2) Pengkajian dan analisa teknis operasional  
3) Pengujian dan persiapan teknologi di lapangan 
4) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas bidang urusan pengelolaan pelayanan dan peminaan 
kerajinan industry 
5) Pelaksanaan operaisonal pelayanan kepada masyarakat  
6) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD  
7) Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang 
kegiatan  
8) Pelaksanaan operasional ugas teknis dinas sesuai dengan bidang 







1. Pengertian Peran   
Kata peran di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah 
sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.
48
 
Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada 
situasi sosial tertentu. Bila di artikana dengan peran perilaku yang 
diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran 
adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran 
tersebut, hakikat nya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 
perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Menurut 
Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang 
dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial 
tertentu.
49
 Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat 
memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.  
Berdasarkan penjelasan tersebut jika di kaitkan dengan Dinas 
Ketenagakerjaan suatu peran juga terdapat dalam dinas Ketenagakerjaan, 
yang mana Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
dibidang tenaga kerja. 
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2. Tujuan Peran  
Tujuan peran adalah melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai 
dengan kedudukannya, agar terlaksananya suatu peranan. Tujuan peranan 
ini bukan di tujukan untuk individunya melainkan ditujukan kepada 
jabatan atau kedudukan yang di sandang oleh individu tersebut.     
 
B. Hukum Tenagakerja  
1. Pengertian Ketenagakerjaan  
Pada awalnya hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, 
dan sekarang keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun 
dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata 
“arbeidsercht”. Kata arbeidsrechtitu sendiri, banyak batasan 
pengertiannya. Menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Dalam pasal 1 
angka 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu, 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri mapupun masyarakat.
50
  
Sering terjadi salah kaprah seakan akan yang disebut pekerja / 
buruh/ karyawan adalah orang orang yang bekerja di pabrik, para cleaning 
service dan staf staf administrasi di kantor kantor, sedangkan para 
manager dan kepala kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja. 
Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja 
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pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau 
benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan 
pekerja.  
Ketenagakerjaan diatur dalam Undang Undang Nomor13 Tahun 
2003, yang diundangkan pada lembaran negara Tahun 2003 Nomor 39 
pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
itu, pembangunan ketenagakerjaan sebagai integral dari pembangunan 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI 
Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan 
harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat 
sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spritual. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan telah menetukan pengertian istilah ketenagakerjaa 
sebagai hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, 
selama, dan sesudah masa kerjaa. Dari pengertian ini, dapat dipahami 
bahwa, yang diatur dalam UU ketenagakerjaan adalah segala hal yang 
berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal hal sebelum masa kerja, 
anatara lain : menyangkut pemagangan, kewajiban, mengumumkan 
lowonga kerja, dan lain lain.  
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2. Hukum Ketenagakerjaan  
Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah seluruh 
peraturan peraturan yang dibuat oleh instansi yang berwenang, mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pada waktu 
sebelum,selama, sesudah. Istilah buruh merupakan peninggalan zaman 
feodal yang mana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar 
seperti kuli, tukang yang melakukan pekerjaan berat dan kotor. 
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Banyak rumusan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan 
diberikan oleh para ahli hukum, maupun pendapat yang satu dan yang 
lainnya berlainan bunyinya. Rumusan diberikan antara lain dari :  
1. Molenaar Hukum perburuhan/arbeidsrecht adalah bagian dari hukum 
yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh 
dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan 
penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum 
yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan 
perjanjian kerja/bekerja pada orang lain. 
2. M.G. Levenbach Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan 
dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah 
pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang bersangkut paut 
dengan hubungan kerja. Dalam pengertian tersebut hubungan kerja 
tidak hanya mengatur mereka yang terikat pada hubungan kerja saja, 
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melainkan termasuk juga peraturan mengenai persiapan bagi hubungan 
kerja. Contoh : peraturan untuk magang.  
3. Van Esveld Hukum Perburuhan tidak membatasi hubungan kerja 
dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan saja, tetapi juga 
meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa pekerja yang melakukan 
pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. 
4. MOK Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan 
pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan 
keadaan penghidupan yang langsung bergandenngan dengan pekerjaan 
itu. 
5. Prof. Iman Soepomo Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan 
baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana 
seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. 
 Payung hukum utama untuk mengurus urusan ketenagakerjaan di 
indonesia ialah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ 
tiap tiap warga negara berhak mendaatkan penghidupan dan pekerjaan 
yang layak bagi kemanusiaan “. Secara umum, pasal 5 ayat (1), pasal 20 
ayat (2), pasal 28 dan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung 
utama. Berdasarkan pondasi tersebut msks terbentuklah Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
3. Kontrak Ketenagakerjaan  
Sebelum terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, 




memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (pengusaha dan 
pekerja). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
mengatur tentang perjanjian kerja, dan mengatur tentang perjanjian kerja 
bersama. Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan, perjanjian 
kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh 
yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban kedua pihak. Perjanjian kerja bersama termasuk dalam sebuah 
perjanjian. Di dalam perjanjian minimal ada dua pihak. Pihak di dalam 
perjanjian adalah subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum.
53
 
Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan 
dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah 
yang merupakan akibat hukum suatu kontrak. Hak dan kewajiban tersebut 
tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat kontrak. 
Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan 
sebaliknya, kewajiban bagi pihak kedua merupakan hak bagi pihak 
pertama. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah 
pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pelaksanaan suatu kontrak harus 
ditetapkan secara tegas, cermat, serta harus dituangkan dan tercermin 
dalam isi kontrak.  
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4. Perjanjian Kerja  
Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah Arbeidsoverenkoms, 
mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan 
pengertian sebagai berikut:“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 
dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk 
dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu 
melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni“Perjanjian kerja adalah 
suatu perjanjian. antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja 
yang memuat syaratsyarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. 
Selain pengertian normatif diatas, Iman Soepomo (53 : 1983) berpendapat 
bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu 
(buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak 
kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk 
memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Menyimak pengertian 
perjanjian kerja menurut KUHPerdata, bahwa ciri khas perjanjian kerja 
adalah” adanya di bawah perintah pihak lain” sehingga tampak hubungan 
antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan 
(subordinasi). Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih 
umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha yang 
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memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau 
tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak  





C. Pelatihan Kerja  
1. Pengertian Pelatihan Kerja  
Pelatihan kerja mengandung banyak arti. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, pelatihan berasal dari kata dasar Latin yang berarti 
belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu.
56
 
Kata pelatihan merupakan kata yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an 
yang dalam Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melatih, 
kegiatan atau pekerjaan melatih. Adapun istilah pelatihan memiliki 
beberapa persamaan yang dalam Bahasa Inggris disebut training. Berikut 
pengertian training menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut Menurut 
Bernardin dan Russell,  
“Training is defined as any attempt to improve employed performance on 
a currently held job or one related to it. This usually means changes in 
spesific knowledges, skills, attitudes, or behaviors. To be effective, training 
should involve a learning experience, be a planned organizational activity, 
and be designed in response to identified needs.”  
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Ini berarti bahwa pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha 
pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan 
yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini 
biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan 
pengetahuan yang khusus atau spesifik. Cara agar pelatihan menjadi 
efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaraan atas 
pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian 
yang direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-
kebutuhan yang teridentifikasi. Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhart dan 
Wright, training is a planned effort to facilitate the learning of job-related 
knowledge, skills, and behavior by employee.  
Hal ini berarti bahwa pelatihan merupakan suatu usaha yang 
terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang 
berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. 
Sedangkan menurut Dessler,
57
 pengertian pelatihan adalah memberikan 
karyawan baru atau lama suatu keterampilan yang mereka butuhkan untuk 
menjalankan pekerjaan mereka. Dengan demikian pelatihan berarti 
menunjukkan seorang masinis bagaimana mengoperasikan mesin barunya, 
bagi seorang juru jual baru, bagaimana menjual produk perusahaannya, 
atau bagi seorang penyelia (supervisor) baru bagaimana mewawancarai 
dan menilai karyawan.20 Jadi, definisi pelatihan dari beberapa para ahli 
dapat disimpulkan setiap upaya yang terencana untuk meningkatkan 
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kinerja yang dipekerjakan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang 
terkait dengannya. 
Hasil dari pelatihan adalah perubahan dalam pengetahuan, 
keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan 
pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak 
mengerti suatu hal menjadi mengerti. Dari yang tidak mengetahui ilmu 
tentang administrasi perkantoran menjadi mengerti dan faham, serta dapat 
mengimplementasikan ilmu yang didapat baik dalam teori maupun praktik 
pada dunia kerja. Kemudian, untuk perubahan keterampilan dan keahlian 
adalah peserta yang awalnya hanya memiliki keterampilan yang terbatas, 




Dan yang terakhir adalah perubahan perilaku yang biasanya 
memiliki etika dalam bekerja kurang baik, bahkan mengetahui etika dalam 
bekerja menjadi faham dan mengerti. Dari beberapa hal di atas, agar 
pelatihan yang diberikan efektif dan efisien harus melibatkan pengalaman 
belajar, kegiatan - kegiatan organisasi yang direncanakan, dan dirancang 
untuk menanggapi kebutuhan yang teridentifikasi dan yang dibutuhkan. 
2. Manfaat Pelatihan Kerja  
Pelatihan kerja diselenggarakan dan di arahkan untuk membekali, 
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan 
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kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan ( pasal 9 Undang Undang 
No.13 Tahun 2003 ).  
Pasal 11 Undang undang Nomor13 Tahun 2003 menjamin setiap 
tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau 
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minta, dan 
kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya disebutkan bahwa 
pengusaha bertanggung jawab ataus peningkatan dan pengembangan 
kompetensi pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya ( pasal ayat 3 ). 
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah 
dan atau lembaga pelatihan kerja swasta ( pasal 13 ayat 1 ). Pelatihan kerja 
dpat diselenggarakan di tempat peltihan kerja atau tempat kerja. Lembaga 
pelatihan kerja pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 
dalam menyelenggrakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta 
dengan demikian menjadi tanggung jawab pemerintah maupun swasta 




3. Tujuan Pelatihan Kerja  
Tujuan pelatihan kerja adalah menemukan kemampuan dan 
keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, dengan 
aadanya pelatihan kerja ini para pencari kerja dapat menggali lebih dalam 
kemampuan kemampuan, dan juga mengembangkan keahlian yang mereka 
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miliki, sehingga peluang dalam mencari pekerjaan akan lebih besar. Dalam 
pelatihan kerja ini pra pencari kerja akan di ajarkan bagaimana cara 
meningkatkan hasil produksi dan produktifitasnya. Dan juga tujuannya 
adalah untuk mengeluarkan sertifikat pelatihan kerja yang dapat digunakan 




D. Pelatihan Kerja Berdasarkan Undang-undang 
Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, 
termasuk melakukan berbagai pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan 
kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan atau 
lembaga pelatihan swasata yang mana pelatihan tersebut di atur dalam Undang 
Undang.  
Menurut pasal 9 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan“), pelatihan kerja kerja 
diselenggarakan dan diarahlan untuk membekali, meningkatkan, dan 
mengembangkan kompentensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa 
Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 
2020  Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pelatihan kerja yang tetap terlaksana walaupun dalam masa 
pandemi,Tetap terlaksananya pelatihan kerja selama masa pandemi 
menajadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan 
mereka agar dapat bersaing dalam keadaan ekonomi yang sulit karena 
pandemi. Peserta akan dibantu dengan sertifikat agar lbih cepat 
mendapatkan pekerjaan dan bantuan modal untuk berusaha.  
2. Kendala yang dihadapi oleh dinas ketenagakerjaan dalam melaksanakan 
pelatihan kerja ialah terkendala ruangan yang sempit dikarenakan harus 
menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Sedikitnya peserta pelatihan 
dikarenakan dibagi menjadi kelompok kelompok kecil menjadi penyebab 











B. Saran  
Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Dinas ketenagakerjaan memberikan fasilitas tempat yang memadai sesuai 
dengan protokol covid19, yang mana akan mempermudah pelaksanaan 
pelatihan kerja  
2. Masyarakat harus bisa memanfaatkan pelatihan kerja ini sebagaimana 
mestinya karena tidak semua peserta pelatihan yang mendaftar mendapat 
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